
 

  

BERITA NEGARA 
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Perubahan. 

 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 57 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 

PM 51 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 19, Pasal 

29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, 

Pasal 109, Pasal 153, dan Pasal 161 Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2009 tentang Kepelabuhanan, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan terkait 

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang 
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penyelenggaraan pelabuhan laut, yang mencakup 

penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, 

perencanaan, atau prosedur serta perizinan dalam 

penyelenggaraan pelabuhan khususnya pelabuhan 

pengumpan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan 

Laut; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849);   

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2015 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELABUHAN LAUT.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pelabuhan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pelabuhan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1867) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5731); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pelabuhan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1867); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat 

kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau 

bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.  

2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan 

untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan 

ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang 

dan/atau barang, keselamatan dan keamanan 

berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau 

antarmoda serta mendorong perekonomian nasional 

dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang 

wilayah.  

3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu 

sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, 

jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan 

intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan 

sektor lainnya.  

4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat 

digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut 

dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di 

laut atau di sungai. 

5. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi 

pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam 

negeri dan internasional, alih muat angkutan laut 

dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan 

dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 

6. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang 

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut 

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 
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dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal 

tujuan penumpang dan/atau barang, serta 

angkutan penyeberangan dengan jangkauan 

pelayanan antarprovinsi. 

7. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang 

fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut 

dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi 

Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan 

sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau 

barang, serta angkutan penyeberangan dengan 

jangkauan pelayanan dalam provinsi.  

8. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan 

yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan 

laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah terbatas, merupakan 

pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan 

Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar 

kabupaten /kota dalam provinsi. 

9. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan 

yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan 

laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam 

negeri dalam jumlah terbatas, merupakan 

pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan 

Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan 

penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam 

kabupaten/kota. 

10. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga 

Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang 

melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, 

dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan yang 

diusahakan secara komersial. 

11. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah 

lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan 

hukum di bidang Keselamatan dan Keamanan 

Pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di 


